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Memmbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] MERANGIN,

d.

b.

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 2 UU Nomor 22
Tahun 1999 tentang pPemerintahan daerah menjelaskan
bahwa bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan
kabupaten/kota, salah saty diantara bidang industri dan
perdagangan.

bahwa dalam rangka peningkatan Kualitas pelayanan
dibidang Perizinan ysaha industri dan perdagangar;
berdasarkan pelimpahai; kewenangan Yang  telan
ditetapkan periy disempumakan .

bahwa berdasarkan perﬁmbangan Sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentyk
Peraturan Daerah tentang Retribusi {zin Usaha Dibidang
Industri dan -Perda gangan.

1. Unda’ng—undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat || sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat | Tanjung'Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Talun 1965 Nomor 50)  dengan,
mengubah Undang~undang Nomor 12 Tahun 195¢
tentang Pembentukan Daeran Otonom Kabupaten ¢
Propinsi Sumatery Tengan (Lembaran Negara Republir
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 )

2. Undang- .
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. Undang-undang Nomor g Tahun 1931 tentang Hukups
Acara Pidan_a (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor =209 )

Undang—undang Nomor 2 Tahun 1937 tentang Wajity
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara  Repupiik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3214) :

.Undang—undang Nomor & Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3274) ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah danp Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tanun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3635) Sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40482):

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang

0

)

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3839) :

Daerah’ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3843):;

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten
Tanjung Jahung  Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor "?82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2803):

Peraturan



9, Peraturan Pemerintan Nomor 7 Tahun 1982 tentang
Pelaksanaan Undang—undang Nomor g Tahun 1gxgy
tentang Hukum Acara  Pjidana (Lembaran Negarg
Republik Indonesia Tahun 1923 Nomor 28, Tambahay;
Lembaran Negara Momor 3258) -

)

TO.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

'H.Peraturan Pemen‘ntah Nomor 105 Tahun 20100 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022 )

12. Peraturan Pemerintah Nomor &g Tahun 2001 tentang
Retribysi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4139 )

'13.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Pemndang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undangundang, Ra-ncangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
19389 Nomor 7p )

14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesig Nomor - 590
/ MPP/Kep/'IOMQQQ, tanggal 12 Oktober 19399 tentang
ketentyan dan-tatg tara pemberian Izin Usaha Industj
zin Peruasan dan Tanda Dafiar Industri,
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15. Surat Keputusan fenter; Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 239 MPPP ¢
Kep/10/2001, tanggal 5 Oktober 2004 tentang Ketentuan
standar Pemberian Surat  Izn Usaha Perdagangan
(SIUP)

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TENTANG RETRIBUg] IZIN DIBIDANG INDUSTR]
DAN PERDAGANGAN

BAB |
KETENTUAN UMUR

Pasal 1 | i
Qalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalan Kabupaten Merangin.

b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Merangin.

d. Bupatj adalah Bupati Merangin.

e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perinqt:strian dan
Perdagangan Kabupaten Merangin . '

|
f,, Dinas Pendapalun Daerah adalan Dinas FPendapatan Daeran Kabupaten l’
Merangin. ;

f

; Dewan.



diberi tugas tertentu Bidang Retribusi
ang-undangan yang berfaky

Badan adalah sekumpulan or

ang dan
kesatuan

baik ¥ang melakukan usaha m Nd - tidak mefakukan
usaha yanq meliputi perseroan

» Perseroan komanditer, persero
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atay Da

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasf,
perkumpulan, Yayasan,
organisasij yang s
lainnya. '

atau moda| Yang merupakan

aupun ya

an
erah dengan nama dan dalam
Persekutuan
ial, politik atau

etap dan bentuk badan

ejenis, lembaga, bentyk usaha t

Kegiatan industri dan Perdagangan.

K. Surat

bagi crang
dan

2Qiatan dibiclang

Surat Izin Usaha Perdagangan

orang atay perusahaan dagang untuk melaksanakan kegiatan dibj
perdagangan.

(SIUP) adalah izin yang diberlukan

bagi

dang

m.

Investasi atau modal dan ke

Kayaan untuk usahsz
perdagangan

adalah modg] ddn keka
bangunan tempat usaha.

industr dan atay

yaan bersih diluar  tapan dan



‘ BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS]

Pasal 2

Retribusi Daerah atas pemberian SIUl dan SIUP Kepada orang pribadi atau
badan untuk memberikan penindyngan dan legalitas kegiatan usaha dibidang
industri dan perdagangan dengan nama Retribusi 1zin Usaha dibidang
industri dan perdagangan.

Pasal 2
Objek Retribusi adalah Surat Izin Usaha Industri (SIUl) dan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), |

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum.

BAB IlI
PERIZINAN

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan'kegiatan usaha
dibidang industr yang nilai investasi seluruhnya sampai dengan
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak wajib memiliki SIU} kecuali bila
dikehendaki oleh yang benjsangkutan ;

’

(2) Setiap orang atau _badan usaha yang melaksanakan Kegiatan usaha
dibidang industrd yarg nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 5.000.000 -
(lima juta rupiah) wajib memiliki SIUI ;

T s

(3) Setiap orang atau badan usaha yang meciaksanakan Kkegiatan usaha
dibidang Perdagangan dengan  modal dan Kekayaan bersih (nettoy

perusahaan seluruhnya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) vvajib
memiliki SIUP

(4) SIUI dan SIUP diterbitkan oleh Bupati
: 4 SlUl dan ...
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(6) SIUI dan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama
Perusahaan Melakukan dan atau melaksanakan Kegiatan.
—
(6) $IUI dan SIUP seba.gaimana dimaksud pada ayat (5) setiap 5 tahun,
ajib didaftarkan Kembali pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan .
dengan mémbayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat

(3) sesuai dengan jenis dan Klasifikasi Perusahaan.

Ul dan SIUP yang diterbitkan oleh Kanwil Departemen Perindustrian /(/
dan Perdagangan Propinsi Jambi maupun oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Merangin, wajib untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Daerah ini :
Pasal 6

Ketentuan dan tata cara pemberian Surat Izin Usaha Industri dan Surat |zin
Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), ayat (2) dan ayat (3)
pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

ot i s

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

1 Pasal 7

Retribusi Izin Usaha dibidang industri dan perdagangan digolongkan sebagai

retribusi perizinan tertentu.

BABV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya nilai investasi yang
tidak termasuk tanah dan bangunan untuk kegiatan usaha industri, dan atau
berdasarkan nllaa investasi yang meliputi modal dan kekayaan bersih
perusahaan.
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@ Usaha Perdagangan dengan modal

dan kekayaan bersih (netto)

gan Rp. ZOO;OO0.000 (dua ratys
juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima pulut
rupiah). 4ov -

1 ribu
a4 Usaha Perdagangan

dengan modal dan k
Perusahaan Seluruhnya diatas Rp. 200.000.00

sampai dengan Rp. SO0.000.000,

ekayaan bersih (netto)

O (dua ratys juta upiah:

- (lima ratus juta rupiah)

dikenakan
retribusi sebesar Rp. 200.000 - (du

h. Usaha Perdagangan dengan

da ratus riby rupiah)

modal dan_ Kekayaan
perusahaan Seluruhnya diatas Rp. SO0.000.000,-"(
rupiah)

bersih (netto)

ima ratys juta
dikenakan retribusi Sebesar

Rp. 350.000 - (tiva ratus fima
Puluh ribu rupiah) LSS ¢

e ————
e

(4) Retribusi Sehagaimana dimaksud Pada ayat (3
Kas Daeran melalui BendaharaWan Khusus p

dan Perdagangan, selambat-

) pasal ini disetorkan ke

enerima Dinas Perindustrian
lambatnya 2 x 24 jam.

BAB v
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1) Waijib Retribusi yang tlidak melaksanakan Kewaji
merugikan Keuangan Dagrah diancam pidana Kurung
(tiga) bulan atau denda paling banyak

ribu rupiah)

bannya Sehingga
an paling lama 2
Rp. 2.500.000,

]

- (dua juta lima ratus

(¢) Tindak pidana yang dimaksud pada 3

yat (1) adalah tindak pidana
pelanggaran.

BAB VI,



e

BAB Vi
PENYIDIKAN

Pasal 11

(1) Pejabat Pegawaj Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

diber wewenang khusus sebagai Penyidik untuk  melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang retribusj Daerah Sebagaimana dimaksuc dalam

Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana )

(2) Wewenang Penyidik Sebag~mana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitj Keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidang dibidang retribusi Daeral

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai orang
oribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yand dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang rétn‘busi Daerah :

Meminta Keterangan dan bahan bukti cari orang pribadi atay badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah :
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribys; Daerah :

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  buykti

Pembukuan, pencata/tan, dan dokumen-dokumen lain,  serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersepyt ;

Meminta' bantuan tenaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;

Menyuruh berhenti dan atau melarang Seseorang meninggalkan
fuangan atauy tempat pada gaat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa  identitas orang dan atay dokumen Yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ ;.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang

- retribusi Daerah :

i. Memanggil
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I, Memanggil orang untuk didengar keterangan’nya dan  diperiksa
sebagai tersangka atay saksi ;

J. Menghentikan penyidikan :

K. Melakukan tindakan Jain yang peru untuk Kelancaran penyidikan

tinclak pida‘na dibidang retribusi Daeran menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan. -

{3) Penyidik, Sebagaimang dimaksud pada ayat {h memberitahukan
dimulainya penyidikan  dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntu; Umum, sesuaj dengan Ketentuan yang diatur datam Undang-

indang Nomor & Tahun 1931 tentang Hukum Acara Pidana

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

SIUI dan siup yang telah diterbitkan oleh Kantor Wilayah Lepartemen
Perindustrian dan Perdagangan propinsi Jambij, Kantor Departemen
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten masin tetap berlaky sampai

denqan berakhirnya Surat 1Zin Tempat Usaha ( SITU) dimaksuq.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum Cukup diatur dalam Peraturan Daeran ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur febih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 4. .
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‘Pasg| 14
Peraturan Daerah ini my|
Agar

ai berlaky pada tanggay
Peraty

at men
h inj den
ten Merangin .

Setiap Orang dap

ran Daera
Kabupa

diundangkan.
getahuinya, me

Merintahkan pengundangan
gan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Disahkan di

Bangko
Pada Tanggal

27 ~12. 2002

Diundangkan di Bangko

Pada Tanggal 27-12-2002

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. M. AZ|Z YUSUF
Pembina Utama Muda
NIP, 010055981

LEMBARAN DAERA

TAHUN 2002 NOMOR - 07  SER; C
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI I1ZIN USAHA DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

PENJELASAN UMUM

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

~perlu disikapi secarg Positif dan pro aktif

Penetapan Peraturan Daerah inj diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap sumber pemasukan Pendapatan
Asli  Daerah (PAD) dan pada gilirannya bermanfaat bagi
pembiayaan Pemerintah serta Pembangunan Daerah Kabupaten

Merangin.-

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas

e, ——— e _




Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelag

Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
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